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Bidang; dan peisanaan tugasnya kepada Kepala
L. melaksanakan tugas lain vy

ang diberikan aleh Kepala Bidang,

Bagian Kesembilan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

X Pasal 36
Kelompok Jabatan

Fungsional i
sebagian Bl mempunyai tugas melaksanakan

‘an tMigas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Pasaal 38

[1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

Pasgal 36, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kena.

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlak.

Bagian Kesepuluh
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 39
(1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang. :
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala
Dinas.

BAB W1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Kepala UPT diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal......./28
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Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupad
Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan
Umum Kabupaten Tapanuli

Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan
Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, me merintahkan

Agar setiap orang dapat
dalam Berita Daerah

pengundangan Peraturan Bupati ini
Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 29 Desember 1046

BUBATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

kan diTarutung
28 Uetembper 2016

TAMPUBOLON

A DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR _He

------




PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DISUSUN DAN DITERBITKAN OLEH :

SAGIAN ORGANIsASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2016

L
T T T T
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BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA
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EHOAN BAHMAT TUMAN YANG WAKHA 57
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F i = i i r E Jg § Prrait iri Pemerintan Momor L
g 2016 ent i Perangh Nigernl rnEne b akar D W
¥ B IFLET S LT tugns dan lungal serta tat
o g AL P
whiwa b ketentuan Pasal 4 Peraturan Daecra

Wb paten Tapanuil Utara Womor 09 Tahun 2016 Enuar
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utar
ving menyebutlenn banwi ketentuan lebih lanjut mengen

an organisasi, tugns dan fungsl scrta ta

kedudiukan, susu
kerin perangkat dacran dan init keria di bawahnya diat
dengan Peraturan BHupmat
babvwa atas pertimbangan schagalmana dimaksud pada hur

dAan hurul b, perlu membentuk Peraturan Bupat: tenta

i fddan | j
Kerluisl kg Husunan Crganisans) .r'i;'l.-:‘. dan F ingsi e
lata Kerja Dinas Pelkerjnan Umum dar Penataan Rus
Kabipaten Tapanull Utars

Undang-Undang Nomor T Dt Tahun 1956 teriL

Pembentukan Daerah Otonon Huh'lj-’-lh"- HHIJIIFJ-:H‘H Dal

Propir Sumatera Utara jo. Unds

ldngkungan Daerdah
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentu
fabupaten Dairl jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1
ientang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 7
larnosir dan Kabupsten Daerah Tingkat 11 Mandailing N
; ng-Undang Nomor 9 Tahun 2003 ten
Pernbentukan Kabupaien Nias Selatan, Kabupaten Pal
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Pro
L

lang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua

i 3 f | [T ¥ ¢ 7 . I eyl
VEpLT AITiVit F g VERara "}'i’ul‘l'l"' Indenesia Tahun
lomor 47, Tambahan Lembaran Negara Re i"ll..lr Indo

ViiFieE |

| Undang-Undang
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15
16,
17

18.
19.

20,

(1)

(2)

(3)

pidalah

dan MPenatnan FUsng
Tapanuli

Dinas  Pekerjuan  Lmum
Pekerjann Umum dan Penataan Rusng W buapaten
Lltmra
muim dan Penatasn RuRng adnlah

Kepala Dinas Melerjaan L
Penataan HuUuang

Kepala Dinas Pekerjaan Limum dan
Kabupaten Tapanull Utarn

Selretarial dan Bidang adalah
Dinas Pekerjann Umum dan Penataan

Gekretariatl dan Bidang prclm
Ruang Kabupaten

Papanull Utara

Belretaris dan Kepals Bidang el mlinky
Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum i
]\Jl.hlllrlulrtl. Jll.ll-nrl.ll.li Ltara

8ub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagan dan Sekni paca
Dinms Pekerjann Umum dan FPenstaoan Ruang Kabupaten

Tapanull Utara

Kepala Sub DBagian dan Kepala Sekai adalah
Bagian dan Kepala Sckal pada Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Kabupaten Tapanull Ltars
Kelompolk Jabatan Fungsional adalah Kelompok abatan
Fungsional pada Dinas Pekeraan Umum  dan Penatnna
Runng Kabupaten Tapanull Utars

Penerimann Negiran Bukan Pajak selanjutnya disingkat PNBF
Norma Standar Prosedur Kriterin selanjutnya disinglkat NSPK

fekretaris dan Kepala
Penataan Runng

Koo paila Bub
dmn

. Bistermn Penyedinan Alr Minum selanjutnya disingkat SPAM

Penvehatan Lingkungan Pemulkiman selanjutnys disinglat
PLP.

Badan Layanan Umum selanjutnya disinglat BLU

Ruang Terbukn Hijau selanjutnyn disinglat RTH

Rencana Tatn Ruang Wilayah selanjutnya disingleat RTRW
Rencana Detall Tata Runng selanjutnyn disinglont RDTR
Sistem  Maonnjemen Keselamatan dan Kesehatan Eera
selanjutnya disingleat SMK3,

Rencana Terpadu dan Prograum Investasi Infrastruktur Janglna
Menengnh selanjuutnyn disinghkat RPIZIM

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan
unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan
di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati serta
mendapatkan pembinaan secara teknis administratif kepada
Sekretaris Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas pokok melakukan perencanaan, pelaksanaan
kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi
bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Pasal s




apKan

Republik Indonesin Tahun 2009 Mamor 1G],

Momor 79 Tahun 2005 tentang
Peryele rUgERIAn
Negarn Republik [ onenin
Lembaran Negnra

11 Peraturan Pemerintah
Pedoman Pembinaan  dan Prngawasin
Pemerintahan Daerah (Lembarnn
Tahun 2005 Nomol 155, Tamhbahoan

Republik Indonesin Nomorn 4593);
2007 tentang

Pemerintah,
|_jHr~_r.|h

17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara
Provinni dan Pemerintahan
Republik [ndonesio
MNegnra

Pemerintahan Doerah
Kabupaten /Kotn [Lemburan  Negnra
rahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran
Republik Indonesin Nomo 4737,

_!|_||I|Ir-|||;q]|},i_1ll'||p:|l||

{3 Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun
Indonenia

Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negnri Reputilik
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

14 Peraturan Pemerintah  Nomor 1B Tahun 2016
Perangkat Daecrah (Lembaran Neparn Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

tentang

Republik Indonesia Nomar S88T);
Peraturan Presiden Momar 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Prlaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
|6 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkal Daerah
Kabupaten Tapanmuili Utara.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
TAPANULI UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;

2 Pemerintah Daerah adalah Pemenntah kRabupaten Tapanuli

Utara

i PR Q. [, P 5 - 1
Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara

4.Dhnas 4




W

NomoT 1 Tahun 2004 tentang

Negara  (Lembaran Negarn Republik

.'I."t'-fl- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
onesia Nomot 4 355);

13 Tahun 2004 teniang Penmbangnn

g-Undang e TR 18 LA

Kevinngnn Pemerintah  Puaal dan Pemerintanhan
Daerah (Le . Neparn Republik Indonesia Tahun 2004
196 Tambahan Lembaran NEgara l\'r-t'-1'.|:'-]'.|vl Indonesin

i 4338)
ng Nomon rahun 2000 tentang Peloyanan
AT Negarn Republik Indonesin Tahun 2009
rambahan Lembarnn Megarn I'\‘l'|'--'.|.-|'.|-\. Indonesii

Momot 12 mhun 2011 tentnng

Pembentukan Peraturan Perundang Unrdangan I,i.d.‘mlmru!!
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor A2, Tambahan

Undang-Undang

jonesia MNomor 5233);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparabul Sipil
indonesin Tahun 2014

Megara (Lembaran Negnra Republik
Nomor 6, Tambahan Lembaran MNegarn Republik Indonesin
Nomor S494);
Undang-Undang  Nomor
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeni Sipil Dalam Jabatan Struktural I,Lr:‘;‘.hnmn
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentan;
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentia
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diuba
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentan
;:ﬁab:?:ant&:ii I_T;en:l.urmm Pemerintah Nomor 9 Tahun 20C
ang Pengangkatan, Pemindahan, De

Lembaran Negara Republik Ind

23 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik......
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an dimaksud dalam

ClARNRAVARRA Ligas o
Yinas Pekerjaa Umum dan Peoataan Ruang

v fines
AL RTE ] a - . o i AL =r Clmyi mar |lan rencana
pengelolaan sumb {myi mir pada w lavah surEl,
TN LS T T . gelolaan s1lmibe {laya Al QAarf

WANA Kog 1 b1 i siimber daym nil pada wilayal
BELITOER
T T | il menvelengrarnan [ penecrmpan pola
PeTEr 1 1 rencan |'-|'::L::".-|i Lan
sumber dava aar
Plaksani » T i 1 perencAnAann
teknik dengan
sistem mxia i terkait;

jalan, jembatan,

ian peng

AakKsanaal

PETICTANE alan ur peralatan

nelaksanaan pembangunan dan preservisl alan
nbatan, dan penerangan jalar umum
| 4 audit

claksanaan evaluasi dan penctapan laik

kesslamatan jalan d embatan serta leger jalan;
penye (':‘,..3._.1_[’.1.-.,. infrastruktur pada pemuliciman di kawasan

s dacma

aan

lingkungan di
dan penataan

k o - T
Dangunan

daerah Kat oupaten

18An stralcy

an dan .lT'lr.‘w.a.u EANNYA,

alile

ban
pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten;

dan pengelolaan persampahan di

i regional;

pengembangan sistem
daerah Eabupaten maup

dan pengembangan sistem air limbah domestuk

mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan tenage

pengelolaan

[+1]

I L TR Y Tt
ahli Konstniksl

"WC"\.E"C"I-E‘..E.ar.-iRAF. sistem informasi jasa Ronstmaksi ¢
igerah Kabup paten,

menyebarluaskan
menyelenggarakan
penyuluhan jasa

H._-"_‘l'_'i.l_'\"l‘.'. pembinaan,
perundang-undangan,
bimbingan :l:":\!'lu dan

kabupaten;

melaksakan
peraturan
pelathan,

ks di w ‘.'.1\ n

konstn

n meningkatkan kapasitas badan usaha

vilayah kabupaten,
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bb.

o,

Pengembangan jasa
y ps0siasi jasa konstruksi

melaksanakan pembinaan Lembaga

Konstruksi tingkat Kanbupaten chat
di wilayah Kabupaten

meningkatkan kemampuan teknolo
produk  konstruks dalam

gi, pengEunaan dan nilm
tambak L8R pegeri  diwilayah
te T
knbupaten " e
pengoembangan  pasid dan kerjasamia jontrulesr  diwillay
kabupaten . .
penyiapan bahan dan perumusan dan ,'.1-1'!411&.‘!-;1rl-mJr

r r N . =T . - " I;'If'l i |
I*“'I:".:idk-'LH teknis bidang pengaturan e natnan rang . an
kabupaten :
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan .k'l.'h]’.rli';‘rin

7 ¥ I T T § 1 aten
teknis bidang peorencanaan tAta ruang wilayah Kabups
dan kawasan Strategis Kabupaten;

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten,

elaksanaan pembinaan

pemanfantan

penyiapan bahan perumusan dan ¥ .
penataan ruang kepada Kecamatan dan masyarakat;
penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar
kabupaten dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang
antar kecamatan,

pelaksanaan administras: dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b, Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Sub Bagian Data dan Informasi Publik.
c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah [, dan

3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan

Jembatan Wilayah II.
Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
l. Seksi Pemrograman;

4

2.8ckai......J T
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dan bertanggung jJawal kep

, dimaksud pada Pasal 4 ayrl (1) haruf €
ar '_1'1‘ d angka 1, angka 2, angka
| angka 2, angka 3, puruf { angka i, a.r‘l-g,’:c?
f g 8 “angka 2, angka 3 hurof h
oleh secrang Kepala
di bawah

? gngka 3

3 huruf g angka

angka 2, angka 3 dipimpin

dslam me aksanakan T
da Kepals Bidang

asnya beradd

AT T
By ik

] T4

TATA KER.JA
Pasal &
Dalam melaksanakan wa Kepala Dinas, Sekretans,
Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Jabatan Fungsional ~Wajb
menerapkan prinsip koordinasi, integrasl, E:I:"_".F]J;T_\'.E.E'i._ dan
sinkronisasi secara vertikal serta horizonial baik dalam
lingkungan Dinas maupun instansi lain sesual dengan
rugas pokok masing-masing _
Setinp pPLMPINARN satuan oOrgenisasi wajib mengikat,
memeniihi petunjuk petunjuk daen bDertanggung Jaﬁ'ab
kepada atasannya masing-masing serid menyaempalkan
tepat pada waktunya

tugAST

Kepals Bidang,
Qeksi serta pemegANE

laporan
BAB V
IAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,

KASUBBAG DAN KEPALA SEKSI
Bagian Kesatu

KEPALA DINAS
Pasal 7

Kepala Dinas, mempunyal tugas:

bantu Bupati sesual Tugas pokok dan fungsinya;

mem
Dinas Pekerjgan Umum dan

menyusun pProgram keria
Penataan Ruang,
menetapkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai,
menetapkan program pengelolaan sumber daya air dan
rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
SuUngai;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana

pengelolaan sumber daya air;

f.menetapkan...... /9
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koordinasi

tekenik jalan, konektivitas
moda transporiasi

menetapkan kehijakan pelaksanat

pemrograman dan perencanaan
giglem jaringan jalan dengan gistem
bersama instansi terkait; L
elmnik
menetapkan kebijakan pelaksanaaf perencanaan t

jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan
pengujian;

menetapkan  kebijakan dalam pe
dan preservasi jalan dan jembatan,

laksansan pembangunan
dan pencrangan jalan

LATTILLIT;

menetapkan kebijakan
penetapan laik fungsi, andit
serta leger jalan; .
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan infr
pada pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten,
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan bangunan
gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
menctapkan kebijalan dalam Pengelolaan dan
pengembangan gistern drainase yang terhubung langsung
dengan sungai dalam daerah kabupaten;

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan di kawasasn strategis daerah
kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya;
menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan
pengembangan SPAM di dacrah kabupaten;

menetapkan kebijakan dalam pengembangan sistemn dan
pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten maupun

dalam pelaksanaan evaluasi dan
keselamatan jalan dan jembatan

astrukbar

regional;

menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestic;

menetapkan  kebijakan dalam mengembangkan dan
meningkatkan kompetensi dan tenaga ahli konstruks:;
menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
dasrah Kabupaten;

menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan,
penyebarluasan  peraturan perundang - undangan,
penyelenggaraan  pelatihan, bimbingan teknis, dan
penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
menetapkan  kebijakan dalam  pengembangan dan
peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di
wilayah kabupaten;
mﬂrlletapkan kebyjakan dalam pelaksanaan pengawasan
grhh usaha, tertib penvelenggaraan dan tertib pemanfaatan
jasa konstruksi di wilayah kabupaten;

v.menetapkan....../ 10
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menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan
Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi tingkat Kabupatern
dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupatetl,
menetapkan kebijakan dalam peningkatkan .krma.mpuﬂn
teknologi, penggunaan dan nilai tambah jas8 produk
kanstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten,

menetapkan kebijakan dalam pengembangan pasar dan
kerjasama koniruksi d wilayah kabupaken;

menetapkan® kebijakan dalam penylapan bahan dan
perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pengaturan
penataan ruang daerah kabupaten,

menetapkan kebijakan dalam penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan tcknis bidang perencanaan tata TUANg
wilayah Kabupaten dan kawasan Strategis Kabupaten;
menetapkan kebijakan dalam penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan pemanfaatan Tuang wilayah Kabupaten dan
Kawasan Strategis Kabupaten;

menetapkan kebijakan dalam penyiapan bahan PENUMUSAN
dan pelaksanaan pembinaan penataan fuang kepada
Kecamatan dan masyarakat;

menetapkan kebijakan dalam penyiapan bahan kerjasama
penataan ruang antar kabupaten dan pemfasilitasan
kerjasams penataan TUang aniar kecamatan,

menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan ad ministrasi
dinas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah; dan

melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIS

Pasal 8

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan umum, pemrograman dan  anggaran,
pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, penataan orgasinasasi dan tata
laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan
barang milik Daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan dinas;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Dinas;

Dinas

c.pemberian....../ 11




L1

administrasi yang meliputi
kepegawaian, keuangan,
kerjasama, hubungan masyarakat,

c. pemberian  dukungan
ketatausahaan,
kerumahtanggaan, ;
arsip, dan dokumentasi Dinas;

d. penataan organisasi dan tata laksana; e

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perun £

serta pelaksanaan advokasi hukun:h;_
i barang milik/kekayaan

{, penyelenggaraan pengelolaan
Daerah dan layanan pengadaan bar
£ pcluk:aﬁ:naan fungsi lain yang diberi

rang/jasa; dan :
kan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
Pesal 9
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai  tugas sebagai
berikut:
g, membantu Sekretaris dalam lndang tugasnya;
b. menyusun program kerja Kepala Sub Bagian Perencanaan;
melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi
anggaran, '
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran
insfrastruktur daerah;
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kinerja pelaksanaan anggaran;
. melaksanakan koordinesi peréencanaan, pemrograman dan
administrasi kerjasama; dan
g. melaksanakan kegiatan strategis Dinas;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas.

C.

Paragraf 2
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;

b. menyusun program kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. melakukan pelaksanaan urusan perencanaan, pengelolaan
pembinaan, informasi dan arsip kepegawaian:

melakukan penataan organisasi dan tata laksana;
e. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepal:
Dinas;
f. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertibas
lingkungan serta urusan dalam pegawai:

g.melaksanakan...../




12

g melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah

jabatan scrta sarana dan prasarena lingkungar;
b melaksanakan penatausahan, penyusunan rencana dan
program pengelolaan, pengendalian, koordinasi pemantauan,
eviluasi, dan penyusuna pelaporan barang milik Daerah;
i  melaksanakan tata laksana keuangan dan pgrbendahamﬂn:
penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan “ﬂj.u’ﬂs’-
pengelolaan  keuangan, pcnauausahaun penetapan Pelah“.t
perbendaharaan  satuan kerja, ~penatausahaan hast
pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
melaporkan hasil pelaksanan tugasnya kepada Sekretaris
Dinas; dan

k. melaksanakan Ttugas ckreatrs

lnin yang diberikan olech S

Dinas.
Paragral 3
KEFALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 11

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas

sebagai berikut:

2. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;

b, menyusun program Sub Bagian Data dan Informasi;

C.  menyusun rencand pengelolaan, pengembangan,

pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi

informasi;

d. melakukan pengelolaan dan penyediaan data informasi
geospasial dan statistl;

e. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik,
publikasi, dan penyebarluasan informasi Dinas,

f. melakukan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi
kegiatan Dinas; dan penyiapan bahan pelaporan pimpinan
dan koordinasi hubungan antar instansi;

g. melaporkan hasil pelaksanan tugasnya kepada Sekretaris
Dinas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pasal 12

(1) Kepala Bidang Sumber Daya Air melaksanakan pengelolaan
sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan
pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dEIlEI.[I:l
rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, h;zndunga.n
danau, situ, bendung, embung dan tampungan air lainnya, r
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tambak
reh kab

irigasi rawa,
pemerintah dae
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sungai;
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b
rencana Kegatan
wilayah sungai,
pemantauan dan
pola pen gelolaaan
pengelolaan sum
penyusunan

teknis/ desain / penge
pengad

pelaksanaan
pemenang selaku U
penyelenggaraan S
manajemen kesela
pengelolaan sumb
sumber daya air,

wilayah sungai;
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m

menyusun dan
rekomendasi tekni
sumber daya air pa
menyusun dan
laporan kinerja;
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melaporkan hasil
Dinas; dan

Dinas.

KEPALA SEKSI P

Kepala Seksi Perencanaa
sebagai berikut:

| Dalam rangka pelaksana
avat (1), Kepala Bidang

laan sumber

penyusunan progra

studi

matan dan keseha
er daya air yang melip
pendayagunaan sumber

m informasi sumber daya
pelaksanaan operasi

mengkoor
dan menyelen
pembangunan
dak pidana bidang sumber

melaksanaan fungsi

air tanah,
upaten.
an tUgas
gumber Da

sebagaimana 1€

va Air menyelenggar akan

daya air dan

sumber .
pada wilayah .

Fengn]u!aun
daya air
r days air dan

gelolaan sumbe
daya @ir pada

m 'FJ‘CTL
mber

pengelolaan  sU

an/pene rapan
dan rencana
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cvaluasi penyelen
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sumber daya

ber daya air;

kelayakan dan  perencanasn
mber daya air;

dan jasa serta penetapan
Pengacdaan (ULP);

n mutu dan sisterm
tan kerja (SMK3);

uti konservasi
daya air pada

mbangan su
ann barang
nit Layanan
jstern manajeme

hidrologi;

air,

dan pemeliharaan sumber daya air;
mengkoordinasikan penyiaparn

s dalam pemberian izin penggunaan

da wilayah sungai;

dinasikan per]
ggarakan pemantau
sumber daya air
daya air.

a kepada Kepala

anjian kinerja,
an dan
dan
pelaksanaan tugasny

lain yang diberikan oleh Kepala

Paragraf 1

ERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 13

n Sumber Daya Air mempunyai tugas

ang dalam bidang tugasnya;
an Sumber Daya

slolaan sumber daya air dan rencana

a. membantu Kepala Bid

b. menyusun program Kepala Seksi Perencana
Air;

¢, menyusun pola peng
pengelolaan sumber daya air;

d.

menyusun program pengelolaan sumber day

a air dan rencana

kegiatan pengelolaan sumber daya air;

e.melakukan
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i. melaksanakan \
pemelbharaan, penerapan sistem menajemen
muty dan sist keselamatan dan kesehatan
mutu dan S5t
kena (SME3);

e, melakukan fasilitasi pengadaan ::-arlam_: ‘.Mn '|.|1".'_--'_:|.
pelaksanasn pemberdayaan masyarasal di bidang
nelaksanaan SDA;

{ melaporkan hasil pelaksansan fUgasnya kepada Kepala

Bidang; dan
melaksanakan tugas | ng diberikan oleh Kepala Bidang

fm

Paragraf 3

KEPALA SEKSI OPERA g] DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai Tugas
sebagai benikut :
membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
a Seksi Pelaksanaan Sumber Daya

h, menyusun program Kepal
Air;

¢, menyusun
pENgRWASAN pPerencanaan teknik;

et

rencana kegiatan, Seria pengendalian dan

d . melaksanakan...... 15
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4 melaksanakan  penylapai pelaksannan gperasi dan
pemeliharnan dan pelaksanann apernsi dan pcmcllharﬂ.ﬁﬂ.
mutu dan

1 siatem manajemen

e melnkukan foailitnsi peneraput :
dan keschatan kerjass

Almtem manaemen ]{l'.'lr'lul11|lli|.111
(SMIK3);

{  melkaukan fasilitnsl pengadaan
pelaksnnnan pemberdaynnn mnsynra
dan pemeliharann;

g.  melaksanokan penanggulangan kerusakarn akibat bencan

sorta penyidikan tindak pidana bidang sumber daya eir;

fugasnyn kepnda Kepala

porang dan jasa, serta
kat di bidang operasi

h. melaporkan hasil pelaksanann
Bidang; dan
{  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keempal
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 16

(1) Kepala Bidang pembangunan Jalon  dan Jembatan
mempunyai tugas melaksanakan : penyusunan perencanaar,
pemrograman, pelaksanann pembangunarn jalan dan
jembatar, pengendalian mutu dan hasil pelalksanaan
pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan mutu konstruksi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman tersebut dalam ayat
(17, Kepala Bidang pembangunan jalan dan jembatan
menyelenggarakan fungsi:

membantu Kepala Dinas dalam bidang tUgASnYE;

n Kepala Bidang Pembangunan Jalan

.
b. menyusun Prograr
dan Jembatan;

c. penyiapan data dan informansi sebagal bahan penyusunan
pemrograman dan perencanaan teknis  pembangunan
jalan dan jembatan;

d. penyusunan Norme, Standar, Pedoman, dan Kriteria

bidang jalan dan jembatan;

welaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan

teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan

gistem moda transportasi bersama instansi terkait;

f. pelaksanaan perencanaas teknik jalan dan jr_:mhata.n
serta pengujian konstruksi; '

g. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan
jembatan;

i, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan
perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan,

js melaksanakan tugas yang diberikan oleh -I:{Epulﬂ D.i.nas
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

k. rg_{-hlpjr‘!cun hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

idang.

Paragraf...... J16
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Kepala Seksi Pelaksanaan Pembanguns

paragral 1 o8y =
MERENCANAAN TEKNIS DAN EV ALUASI

Pazal 1

Persncanaan TS dan E

Jalan dan

MENVISUN

Jembatan )

lad i informasi sebagai bahan
melnKsanaKan informasi sebag il N ;
ian perencAnaan teknik

TLATL WiE

rENVLIELNADR pemMIregTan

pembangunan ialan dan je -
gl sistem janngan jalan

melaksanakan koordinasi kaneknvilas
hina bidang ke

[ fanlg

dengan smstem moda trans
Bina Marga - an,

melaksanakan pengip penyLsunan

muty  Konstnissi,

bidang jalan dan

norma, standar pedoman, dan kriterna

jembatan;
melaksanakan evaluasi dan peneiapan leger jalan;
melaksanakan TUgas Vang diberikan oleh Kepala Dinag sesual
dengan tugas dan fungsinya; dan

hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

melapor

Bidang

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH 1

Pasal 138

an Jalan dan Jembatan

Wilayah 1 mempunysai tugas sebagai berikut

'

1

=

membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
menyusun program Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan
Jembatan;

melaksanakan pengendalian konstruksi dan muia
pelaksanaan pembangunan jalan dan Jembatan,

penyusunan  dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan;

melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan
jembatan pada wilayah [; '
melaksanakan tugas yang dibenikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

nyﬂaparkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Bidang.

=~

Paragral.




Paragral 3
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PEMBANG
JEMBATAN WILAYAH II

UNAN JALAN DAN

Pasal 19

Jembatan T

Kepala Seksi Pelakannann Pembangunan Jalan dan

mempunyal tugas
g membantu Kepala Bicdang dalam bidang tugasiya,
sram Kepala Bidang pembangunan Jalan dan

), MEnyusun prog
Jembatan;
e~ melaksanakan perngendalian konstruksi

pelaksanann pembangunan jalan dan Jembatan;
standar dolumen

dan mutu

d. penyusunan dan pengembangan

pengadaan;

penyesuaian kontralk pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan;

{ melaksanakan evaluasi dan penetapan laile fungsi jalan dan

jembatan pada wilayah I

melaksanakan TUEAS YANg diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya; dan

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnyd kepada Kepala

m

Bidang.

Bagian Kelima
KEPALA BIDANG PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 20

{1} Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai
DUgas. melaksanakan penyusunan perencanaan;
PEMEOETAMAL pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan
penerangan jalan  wmLI; pengendalian  mutu dan hasl
pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pemeliharaan
peralatan preservasi.

(2) Dalam melaksakan tugas tersebut, Bidang Preservasi Jalan
dan Jembatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

b. menyusun Program Kepala Bidang Pembangunan Jalan
dan Jembatan;

c. mempersiapkan data dan informasi sebagai bahan
penyusunn pemrograman p:'vﬂur\'aﬂi jalan dan jembatan,
serta prr:m*rzmg:m_iulun LTI

d. melaksanakan perencanaan pemrograman preservasi;

e melaksanakan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan
jalan umumn; :

f melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan,
leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian -
bagian jalan;

g.melaksanakan...... j18




evabaasi, dan dan

melaksanakan pemantaunan,
n dan jembatan,

pengendalian pelaksanann preservas jala
alan umum dan peralatannya, dan _

- tugas lain yang dibe rikan oleh kepala Dinas

ypas dan fungsinya; dan

n g
hasil pelaksanaan tugasnys

pPENCTANEAN

kepada Kepala

Paragraf 1
KEPALA SEKSI PE’.‘.’-'IR-JL?E-E:\M.—";N

Pasal 21

Kepala Seksi Pemrograman mempunyat tugas sebagai berilkout:
membantu Kepala Dinas dalam bidang

b. menyusun program Kepala Seksi Pemrograman,

c. melaksanakan penyiapan data dan informasi schaga
penyusunan pemrograman Ppreservasi jalan dan jembatan

DIgASITYE]

i bahan

serta penerangan jalan wmnam;

melaksanskan pengolahan dan

informasi jalan;

s. melaksanakan audit kesclamatan

leger jalan;

melaporkan hasil pelaksanaan

Bidang; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberik
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

pengembangan sistem

4 B

jalan dan jembatan, serta

PLgASTIYa kepada Kepala

=

an oleh kepala Dinas

Paragral 2
KEPALA SEKS] PELAKSANAAN PRESERVASI JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH 1
Pasal 22

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan

Wilayah | mempunyail tugas :

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya,

b. menyusun program Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi
Jalan dan Jembatan Wilayah I;

melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;

d. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan
jembatan,

melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan

jalan dan jembatan;
f bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan

c.

peralatan dan bahan jalan;
pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;

h.melaksanakan....../ f19




Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan

Wilayah II mempunyal HIgas sebagai berikuat ;

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnys, .

b, menyusun program Kepala Scksi Pelaksanasn Prescrvasl
Jalan dan Jembatan Wilayah I1;

c. melaksanakan preservast jalan dan jembatan;

d. penyesuaian kontrak pekerjaan ,"JTl'.‘H-f‘.'l"\'Ht‘-i jaian dan
jembatan;

e, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan
jalan dan jembatan;

f menyiapkan bahan pengolahan, pemantauan, dan evaluasi
pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;

g. pengamanan pi_'ma_nfaamn bng_tan-bagi;m jalan; dan

h. pelaksanaan pengujian peralatan, hahan, dan hasil pekerjaan
preservasi pada wilayah 115

i, melaporkan hasil pelaksanaan HIgasnya kepada Kepala
Bidang; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

12

pekerjaan ]1|'<-~_-a|_~r-.-u_r-_'.i pada wilayah 1
melaporkan hasil p('l:lk-‘-:-m'lﬁﬂl'l tugasmy
Bidang; dan

melaksanakan tugas lain yang dibe
sesual dengan tLgas dan fungsinya.

a kepada Kepala

pikan oleh kepala Dinas

Paragral 2
KEPALA SEKSI I‘ITJlJKi\'ﬂﬂNr\.'\N PH‘EEER‘&":\SI JALAN DAN
JEMBATAN WiLAYAH 11
Pasal 23

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Pasal 24

(1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktar

permukiman, bangunan gedung

b. penataan bangunan gedung untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat techadap pengurusan lzin

Mendirikan Bangunan (IMB);

¢, penataan bangunarn dan lingkungan pada kawasan

strategis kabupaten;

d. pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air

minum dan sistem drainase

e. pengelolaan dan pengembangan sistem sistem air

limbah domestik, dan persampahan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat

(1), Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungs

sebagai berikut:

a.membantu {2
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1. membantu Kepala Dinas dalam hbidang !Lugaﬂﬂ}'ﬂ‘r

b. menyusun Program Kepala Sekai Pelaksanaan
Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah IE; ) di

c. penyelenggaraan infrastrulktar pada pernukiman k
kawasan strategis daerah kabupalen,

d. penetapan hangunn gedung unt
strategis dacrah kabupater,

&, penvelenggaraan bangunan gedun
strategis daerah kabupaten; .

f. penyelenggaraan penataan bangunan linglkungan di

kawasan stratcgis daecrah kabupaten dan penataan

bangunan dan lingkungannya lintas  daerah

kecamatan;

pengelolaan dan pengembang

kecamatan;

h. pengembangan sistem dan pengelolas
daerah:

i, pengelolaan dan pengembangan sistem  air
domestik daerah;

j. pengelolaan dan pengembangan sistern drainase yang
terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten,;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tUga snya kepada Kepala
Dinas; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

uk kepentingan

g untuk k:rp::!‘lhr'lgi-lﬂ

ar1 SPAM lintas daerah

[

Al peE reampanan

[imbah

Paragraf 1
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

Kepala Seksi perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang mgasnya,

b, menyusun program Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengendalian;

c. melakukan penyusunan prograi dan pembiayaan jangka
menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan
sumber dana lainnya;

d. sinkronisasi program-program keciptakaryaan;

e, melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa
dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan
program;

f. pelaksanaan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya tingkat

Kabupaten dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang

Cipta Karya tingkat Kecamatan/Desa,
g. pelaksanaan Koordinasi dan pemantauan berkala terhadap
pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

h. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan penertiban
bangunan atas penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan

(IMB);

:  melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Dinas; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf...... 21
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ALA SEK Faragraf 2

AIR MINUM DAN PLP

Pasal 26

i; wmtr;r“j;.zfimbsm Penyediaan Air Minum dan
:":-_r'.le;an'Lu. i{-_-n‘-,.':a. D.u- :=' E:l I'n:l':'.'l"_}-..'l-l::
b jrrnw K'a aleua 'mdﬂ.-n'l?« Lu-g,asn‘fu; "
kot dan Jén‘i:-um-{ w.epf:i..d Seksi Pelaksanaan Prescrvast
e ilayah IT;

melakukan pengelolasn dan pengembangan Sistem dan

Ia
pengelolaan persampahan Daerah;

elak ) 1
= b pengelolaan dan pengembangan Sistem Adr
Limbah Dosmetik Daerah;
rnr..fzr:ﬂanal{._-.. pengelolaan dan Pengembangan Sistem
?Td:nas-c yang terhubung langsung dengan sungai dalam
Dacrah Kabupaten;
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Dinas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 27

Kepala Seksi penaiaan Bangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman mempurnyal Digas sebagai berikut:

a

(o

membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

menyusun program Kepala Seksi Penataan Bangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman,

melakukan Penyelenggarasan Infrastruktur pada permukiman
di kawasan strategis daerah kabupaten,

penyiapan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis daerah kabupaten;

penyelenggaran bangunan Gedung untuk kepentingan
strategis daerah kabupaten;

pen}relenggaraﬂn penataan bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis Daerah Kabupaten dan penataan
bangunan dan lingkungannya,

melaporkan hasil pelaksanaan TUgASDY" kepada Kepala
Dinas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
sesuai dengan fugas dan fungsinya.
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Kepaln
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(1)

a.
b. menyusun Program
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c. menyiapkan
kebijakan L€
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Paragrafl 3
KEPALA SEKSI PENGAWASAN
Pasal 31

:"l'_']q:l . : L ;
el 4 F'r_np,.uwu.'um mu:m]_m“-,.-ai tugas sebagni perikut:

memba "l
ntu Kepalo Bidang dalam bidang tugasnya;

mMenyusun progri L £
um Kepala 8 e -
melakukan paln Seksi Pengawasan,

kontruksi dan alat berat;

pemantauan  dan  evaluns pembininan jasa

]-""If-'_kf”'l'lﬂﬂn kegiatan pembinaon; serta untuk terpenuhiny®
tertib F'_-‘I'I_‘r'El!'-nP,Hi!nmn jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
memonitoring kondisl alat berat yang beroperasi di lapangan
dan yang berada di Work Shop;

menertibkan
peminjaman alat berat kepada pihak lain yang dilengkapi
dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diketahui oleh
Kepala Dinas; '

melengkapi ceklist slat berat yang akan cisewakan dan
menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di
wilayah kabupaten;

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Bidang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesual dengan tugas dan fur IEsinya.

administrasi 1 n-cn;.;gunnnu," penyewaan /

Bagian Kedelapan
KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTAMANAN
Pasal 32

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

pengaturall, perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang

dan pembinaan bidang penataan ruang sesual dengan

kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan
rundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tUgAS sebagaimana tersebut dalam

ayat (1) Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanar
nicnyciengga:akan fungsi sebagai berikut:

|a Dinas dalam bidang tugasnys,
membantu Kepa e ea Bidang Tata e

hahan perumusan dan pelaksanaa
knis bidang pengaturan penata ruang daera




Kepala Seksi
mempunyai tugas sebagai berikut:
a.
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tugas lain 2 ¢
yang diberikan oleh Kepala
ngan tugas dengan fungsinya; o

af 1
KEPALA SEKS] PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Pasal 33

Penpaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;

menyusun program Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Penataan Ruang; :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaar- kcbuakana

teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan Tuang

daerah kabupaten; otk o R

g st oo ke i bupaten dan
. ang pada tingkat kabup

NSPK bidang penataan e

. 1lisasi, bimbingam, supervisi, dan konsultasi

; tenn dan
pgdﬂ tmgkat kabupa

aan pcnawan ruang

pﬂ}akﬂ-ﬂ-ﬂ
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Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pertamanan mempunyai
rugas sebagai berikut:

a.
b.

oL

_!‘_1

KEPAL SEKg; bé}:raml ;
PERENG,
N,
Paga) 3, AAN TATA py ANG

ala Ry
membanty H.Ep .
MENY s
melakukan
kebijakan
kabupaten ang Perenc. an pelaksanaan

———— K:Ehupatm dan Rencana Tata Ruang
R 21 bupﬂ.tcn serta Ren ;
uang (RDTR); cana Detail Tata:

melaksanakan Standar Pejq,
riang dI T_'I.I'.I.gkat kabupﬁten;

melaporkan hasil pelal A
Bidang; dan tugasnya kepada Kepala

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

¢ Minimal bidang penataan

Paragraf 3
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG DAN PERTAMANAN
Pasal 35

bantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnys;
zz:}rua:un program Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan

:Pﬂ laksanaan

melakukan n}riap.ﬂ.'l‘l bahan pt:rumuaan dan pe

kt;hakﬂﬂ teknis pemanfaata.n ruang wilayah kabupaten dan
I

kawasan Strategis kabup?::i b
inkroni
penyusunan dan sin

ana

koordinasl penyusunan renc

: an u
Pﬂmamfﬂam ;:aifaatan Ruang Terbuka Hia
pelaksanaan
Pertamanar, |
koordinasi, mon!

taan ruang

pcmmaa T h.melaporkarn...... /27

pemanfaatan ruang;
pembiayaan program

(RTH) dan

dan evaluasi pelaksanaan program
toring,
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